vl

e AR A

WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH

Menimbans ;

hengingat

a.

1z

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d
Undang-undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan
Daerah tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daeran
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD] untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun
Anggaran Z016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burm dan
Bangunan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun t9%4 (Lembaran Megara Republik indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Namaor 3569); '

. Undang-Undang Momor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bungunan{biembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Homor 44, Tambahan Lembaran Mesara
Republik Indonesia Momor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tanhun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota
Prabumulih {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
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Momor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik indenesia
Nomor 41135;

Undarg-Undang Nomor 17 Tahuty 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Megara Republik indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NMomor 104, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indonesia Momor 44217,

Undang-Undangz Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesta Nomor
130, Tambahan Lembaran MNegara Republik {ndonesia Nomor
5049

Undang-Undang Mormor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Undang-tUndang Momor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Tahun 2010 Momor 76, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 51377,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor BZ, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5233 L

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undanmg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeioh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Dasran
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 45023;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan { tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomeor 49, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah komor 34 Tahun 200% tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 127, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momeor 4575);

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistemm
Informasi  Keuangan Paerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4576);

Peraturan Pemerintah  Nomcr 58  Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerzh {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tabun 2003 MNomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Narmar 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tenfang Pedoman
Penyusunan  dan Penerapan Standar  Pelayanan  Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Perattran Pemerintah Nemor § Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia Nomar 4614),

Peraturan Menteri Dalam Meperi Momor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelotaan
Keuangan Daerah (Berita Newara Republik Indonesia Nomar 3107,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Angearan Pendapatan dan Belanja Daerzh
Tahun Anggaran 2016;




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN ;
wMenetopkan © PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG  ANGGARAN

FENDAPATAM DAN  BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN
ANGGARAN 2016

Fasal 1

Aneggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Ap.  967.089.269.123
2. Belanja Daerah (Rp. 1.028.365.540.578)
(Defisit) o 61.276.271.65%)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp. 101.542.977.650
. Pengeluaran  (Rp. 40.266.705.793)

Pembiayaan Netto Rp. 61.2?6.1?1+855{ }
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Bercenaan: Rp. 0
Pasal 2

{1} Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 89.087.000.000
. Dana perimbangan sejumlah Rp. 820.505.386.480
¢. Lain-lain pendapatan daerat yvang sah sejumlah Rp. 57.496.882.643

(21 Pendapatan Asti Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} huruf a terdin
dari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 22.045.000.000
b. Retribusi daerah sejumiah Rp. 9.051.000.000

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 1.000.000.000

d. tain-lain pendapatan asli daerab yang sah sejumlah Rp. 56.991.000.000

™

(31 Danra perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
Jenis pendapatan:
a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukar pzjak sejumlab Rp. 203.142.137.000
. Dana alokasi umum sejumlak Rp. 414,1773.572.000
¢. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 203.18%.677.480

(4] Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah sejumlak Rp. 3.000.G00.000
b. Dana Bagi Hasit Pajak dari Pravinsi Ap. 37.661.576.643



c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 16.835.306.000

Pasal 3

{1) Belanja Daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 432.598.953.118
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 595.766.587.860

(Z] Belanja Tidak Langsung sebasaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari Jenis belanja:

Belanja pegawai sejumlah Rp. 408.262.531.434

Belanja bunga sejumlah Rp. {

Belanja subsidi sejumlah Rp, D

Belanja hibah sejumlah Rp. 7.762.000.000

Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 125.000.000

Gelanja  Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa sejumlah Rp. 15.449.421.484

g. Belanja Bantuan Keuangan Ro 0

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000
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{3} Belania Langsune sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejurmlah Rp. 22.561.485.000
b. Belanja barang dan jasa scjumlah Rp. 278.621.120.268
c. Belanja modal sejumlah Rp. 294.583.978.592

Fasal 4

{1}y Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp.101.542.977 650
b. Pengeluaran sejumiah Rp. 40.266.705.795

(2} Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan ;
a. Sisa Lebih Perhitungan Angsaran tahun anggaran sebglumnya sejumlah
Ro. 101.542.977.650
b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0

i3] Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1y hurui b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.
6.000.000.000
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 34.266.705.795

FPaszal 5

Uratan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran| Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran |l  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut




3. Lampiran 1l

4. Lampiran IV

5.  Lampiran ¥

f.  Lampiran Vi
7. Lampiran VI
8.  Lampiran VI
%, Lampiran 1X

1. Lampiran X
11, Lampiran £l

12. Lampiran Al
3. Lampiran X1l

urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi SKPD, program, dan kegiatan;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar jumlah pegawal per golongan dan per jabatan;
Daftar piutane daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkirmar penambahan dan pengurangan aset iletap
daerah;

Dattar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun angearan sebetumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
angegaran 1ai;

Daftar dana cadangan daerah ;dan

Daftar pinjaman daerah dan abligail daerah.

Pasal 6

{1} Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Prabumulin dapat melakukan
pengeluaran vang belum tersedia anggarannya.

i2) Pengeluaran yang belum tersedia angparannya sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} selanjutnya diusulkan dalam Anegaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(3) Keadaan darurat sebasaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikuf :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya.

L. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemarintah Daerah.

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran datam rangka pemulihan
vang disebabkan oleh keadaan darurat.




Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Prabumulih sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD).

Fasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tarnggal e DESEmSEe 2015

Diundangkan di Prabumulih

pada tangsal 4 Jewan 2016

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2016 NOMDR 1
Nomor Registrasi (NOREG) : /PBMAZO15



